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Abstract

Formation of the lndonesian constitution is full of struggle starting from the design process to legalization,
done by BPUPKI (Committee for Preparatory Work for Indonesian Independmce) or called by Dokuritsu
ZyunbiTyoosakai, inoestigators Agencywas thenformed "Basiclaw", whichisplanned to caterfor indepen-
dent Indonesia. BasicLaw BPUPKIilinorksby irial PPKI (Committeifoilndonisianlndepenfence)August
18 1945 serre as the draft text of the Constitution of the Republic of Indonesia and mentually passed by PPKI
and Act of 1945 that euentually became the constitution in our country. lndonesia has been a change in the
Constitution asmuchasfour timesinclude:1). Act of 1945;2).TheConstifutionRls (Republic of Indonesia)
in L949;3).lMile the Constitution of 1950;4).With the issuance of PresidentialDecree datedJuly 5,1959,
the constitution in lndonesia bnck in the Constitution of L945. Ahead of the 1999 elections, increasing the
intensity of political conflict. The condition continues until the implementation of the first amendment to the
1945 Constitution of the MPR general session L until October 20, 1-999. Thus, in this situation the frst
amendment of 1945 Constitution in progress, and proceed with the second amendment to the fourth starting
from 1999 until by 2002 with all the problems encountered in these moments.
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Abstrak

Pembentukankonstitusi di lndonesiayangpenuh denganperjuangan mulai dai prosesperancangannyahingga
pengesahannyaryang dilakukan oleh BPUPKI (Badan Penyelidik llsaha Persiapqn Kemerdekaan Indoneiia)
atau yang disebut dengan Dokuitsu Zyunbi Tyoosakai, Badan penyelidik itulsh yang kemudian membentuk
"hukum Dasar" , yang direncanakan diperuntukkan bagi negara lndonesia merdeka. Hukum Dasar hasil karya

-- BP=UPKI itu - leh sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdeksan Indonesia)l8 Agustus 1945 dijadikan sebagai
naskahRancanganUndyng-UndangDasarRepubliklndonesia dan qkhirnya disahkan olehPPKI danUndaig-
UndangDasar L945 itulahyang akhirnyamenjadikonstitusi dinegarakita. di Indonesia telah terjadipergantimt
Undang-UndangDasar sebanyak empatkali diantaranya:1).llndang-lJndangDasar 1945;2). KonstitusiKls
(Republik lndnnesia Serikat) 1949; 3). Undang-Undang Dasar Sementara'1950; 4). Dengan dikeluarkannya
Dekit Presiden tanggal 5 Juli 1959 maka konstitusi di lndonesia kembqli lagi pada Unding-llndang Daiar
7945. Menielangpemilu 7999, intensitaskonflikpolitik makin meningkat. Kondisi tersebut bellanjui sampai
dengan pelaksanaan proses amandemen pertama UUD N 1945 pada sidang umum MPR tanggal 1 sartpai
dmgan 20 Oktober 7999 . I adi, dalam situasi inilah proses amandemen pertama UUD KI 1945 berlingsung, dan
dilanjutkan dnrgan proses amandeffie'n kedua hingga keempat terhitung mulai tahun L999 sarnpai dengan Z00Z
dengan segala problematika yang dihadapi pada saat-saat tersebut.

Kata Kunci: Dinamika dan Perkembangan, Amandemen Konstitusi, Republik Indonesia
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Seperti pembentukan konstitusi di Indonesi a y alrlg

penuh dengan perjuangan mulai dari proses
perancangannya hingga pengesahannya.yang
dilakukan oleh Bi'UPKI (Badan Penyelidik llsaha
Persiapan Kemerdekaan lndonesia) atau yang disebut
dengan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai, Badan penye-

lidik itulah yang kemudian membentuk "hukum
Dasa{', yang direncanakan diperuntukkan bagi
negara Indonesia merdeka. Hukum Dasar hasil
karya BPUPKI itu oleh sidang PPKI (Panitia
Persiapan Kemerdekaan lndonesia)18 Agustus 1945

dijadikan sebagSi naskah Rancangan Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia dan akhirnya
disahkan oleh PPKI dan Undang-Undang Dasar

1945 itulah yang akhirnya menjadi konstitusi di
negara kita. (Tauffiqurrohman Syahury 2011, 3-8)

Perlu diingat bahwa hukum dasar hasil karya
BPUPKI itu oleh sidang PPKI18 agustus 7945 di-
iadikan sebagai naskah rancangan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Setelah
mengalami pembahasan dalam waktu yang sing-
kat, kurang lebih dua jam, hukum dasar tersebut
disahkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia dengan perubahan yang sangat
mendasar. Menurut Tauffiqurrohman Syahuri
(2004, 1'15-117), gambaran perubahan tersebut
adalah sebagai berikut:

Nomor
Hukum Dasar (BPUPKI)

16-7-1945
Undang-Undang Dasar (PPKI)

18-8-1945
1. Istilah "Hukum Dasar" Dieanti meniadi "Undans-Undang Dasar"
z Mukadimah Dieanti densan: Pembukaan
3 Kalimat Pembukaan alinea ketiga:"Atas berkat

Rahmat Allah Yans Maha Kuasa..."
Diganti menjadi :"Atas berkat Rahmat Tuhan Yang
Maha Esa..."

4 rlelem srrqfir Hrrlrrrm l)acer Neocre Tnd F)irrhah .1..or.. rlalem crretrr I Tn.lano-I I-.1

Dasar Indonesia
5 ...Dengan berdasarkan kepada ke-Tuhanan

dengan kewajiban menjalankan syariat Islam
baei pemeluk-pemeluknya....

Diubah menjadi:...dengan berdasarkan kepada
ke-Tuhanan Yang Maha Esa

6 ..menurut dasar kemanusiaan yang Adil dan
Beradab

Diganti dengan: Kemanusiaan yang adil dan
Beradab

'7 Dua orans wakil oresiden Disan meniadi: seoranq wakil presiden

8 Presiden haruslah orang Indonesia asli yang
beraeama Islam

Diganti menjadi : Presiden harus orang Indonesia
Asli.

9 Presiden Indonesia memegang kekuasaan
pemerintahan

Presiden Indonesia memegang kekuasaan
pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar

10_ Negara berdasar ata-s Ketuhanan dengan'
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
oemeluk-pemeluknya

"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa

t1 Syarat-syarat untuk menjadi hqkim ditetapkan
oleh undane-undans

Syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan
sebagai hakim ditetapkan oleh undane-undans

12 Tidak ada ketentuan oerubahan UUD D atur ketentuan perubahan undang-undang dasar
13 Dalam melaksanakan pertahanan dan

pembelaan negar dalam peperangan Asia
Timur Raya ini,Negara Indonesia bekerja
bersama seerat-eratnya densan Dai Nipoon.

Dihapus

I4 .fumlah Pasal 42 (termasuk Ketentuan
peralihan dan Aturan Taambahan)

Jumlah Pasal37 plus 4 pasal Aturan Peralihan dan
2 ayat Aturan Tambahan
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Undang-undang Dasar yang disahkan oleh

Panitia Persiapan Kemerdekaan itu dengan per-

ubahan-perubahan seperti diatas, kemudian di-
umumkan dengan resmi dalam Berita Republik

. Indonesia Tahun II Nomor 7 tanggal L5 Februari

1946.

Dinamika Penggantian dan Perubahan

Konstitusi Republik lndonesia

Menurut KC Wheare (12B), secara Umum
proses Amandemen dalam sebagian besar Kons-

titusi Modem dimaksudkan untuk melindungi satu

atau lebih dari empat tujuan berikut:
1). Konstitusi hanya boleh diubah dengan pertim-

bangan yang matang, dan bukan karena alasan

sederhana atau secara serampangan;
2). Rakyat mesti diberi kesempatan mengemuka-

kan pendapat mereka sebelum dilakukan
perubahan;

3). Dalam sistem federal, kekuasaan unit-unit dan

pemerintah pusat tidak bisa diubah oleh satu

pihak;
4). Hak individu atau masyarakat misalnya hak

minoritas bahasa,agama,atau kebudayaan
mesti dilindungr

Di Indonesia sendiri telah tercatat beberapa
-upaya dalam hal konstitusi diantaranya:
1). Pembentukan Undang-Undang Dasar;

2). Penggantian Undang-Undang Dasar;

3). Perubahan Undang-Undang Dasar dalam arti
pembaruan Undang-Undang Dasar.

Perlu kita ingat bahwa di Indonesia telah ter-
jadi pergantian Undang-Undang Dasar sebanyak

empat kali diantaranya:
1). Undang-Undang Dasx 1945;2). Konstitusi RIS

(RepubliklndonesiaSerlk'at)1949;3).Undang-
Undang Dasar Sementara 1950; 4). Dengan
dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 ]uli
1"959 maka konstitusi di Indonesia kembali lagi
pada Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia
modern belum pernah dalam arti pembaruan
Undang-Undang Dasar, melainkan baru perubahan

dalam arti pembentukan, penyusunan, dan
penggantian Undang-Undang Dasar' Perubahan

dalam artian pembaruan Undang-Undang Dasar,

baru terjadi setelah bangsa Indonesia memasuki

era Reformasi pada tahun 1.998, yaittt setelah

Presiden Soeharto berhenti dan digantikan oleh

Presiden B.J.Elabibie, barulah pada tahun 1999

dapat diadakan perubahan terhadap ndang-
Und an g--D asar --19=45 seb,-agaiaoaea me stinl"i (limly
Asshidiqie, 2004, 41-420).

Berikut pergantian Undang-Undang Dasar

sebanyak empat kali diantaranYa:

Undang-Undang Dasar 1945

Konstitusi pertama Republik Indonesia ber-

awal dari "hukum dasar" hasil karya dokuritsu

zuunbi tyoosakai (BPUPKI) pada masa pendudukan
balatentara jepang. Pembentukan BPUPKI sebagai

realisasi janji kemerdekaan Indonesia oleh
pemerintah Jepang kepada bangsa Indonesia yang

diucapkan di depan parlemen (diet) lepang. janji

ini diucapkan Perdana Menteri jepang Kuniako
Koiso, yang diumumkan di depan upacara
istimewa "The lmpeial Diet" pada tanggal 7 Sep-

tember 1944 S aufhqurrohman Syahuri, 2004, 108).

Di balik janji kemerdekaanitu terdapatmak-
sud tertentu dari pihak pemerintah jepang.
Menurut tulisan A.G.Pringgodigdo dalam majalah
'Hukum dan Masyarakaf. Janji itu dimaksudkan
agar bangsa Indonesia dapat membantu balatentara
jepang dalam menghadapi sekutu yang dirasa
sangat kuat, bala tentara Jepang terus-menerus
merasa terdesak.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya,

Undang-Undang Dasar L945 pertama kali
ditetapkan dan disahkan oleh PPKI. Sungguhpun
pada awalnya PPKI dibentui< oleh pemerintah
balatentara Jepan& dengan nam a D okuitsu Zyunbi

Inkai, namwrketika melakukan pengesahan undang-
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MPR 2002 berpengaruh langsung terhadap peni-
laian publik kepada MPR, khususnya menyangkut
keseriusan MPR dalam melanjutkan proses am€rn-

demen UUD RI 1945.' Memanasnya" wacana ko-
misi konstitusi merupakanpoint of return dari per-
soalan ini (Suharizal dan Firdaus, 20A7,202).

Kegagalan mengesahkan perbahan yang
mqrupakan substansi politik yang lebih besar
bobotrya dalam LILID RI 1945 ini, terutama menyang-
kut susunan keanggotaan MPR dan tata cara pemi-
lihan presiden dan wakil presiden akan memenga-
ruhi DPR dan pemerintah dalam mebuat/meng-
ubah undang-undang politik. Tentu saja, dam-
paknya akan merepotkrin KPU dalam memper-
siapkan pemilu. Realitas tersebut akan menguatkan
posisi tawar (bargaining position) beberapa kalangan
yang sejak awal proses amandemen menentang
hajatan tersebut, ataupun kalangan yang lebih mo-
dernis memilih jalan tengah dengan waca4a "kons-
titusi baru" (Suharizal dan Firdau s, 2007, 202-205).

Amandemen Keempat UUD Negara Rl Tahun

L945

Ada tiga pemikiran yang berkembang dalam
merespons keseluruhan hasil perubahan (aman-
demen pertama,amandemen kedua,dan aman-
demen ketiga) UUD RI1945. Pertama,adanya pemi-
kiran, perubahan UUD RI 1945 telah kebablasan.
Penilaian ini secara terbuka diusung Gerakan
Nurani Parlemen dan F oqur4 Kajiq1_. I Lqudr. Ko, as-
titusi (FKIK). A lasan yang dikemukakan kelompLk
ini, perombakan mendasar yang dilakuk4n MPR
Lidak sesuai tuntutan reformasi yang hanya meng-
hendaki dilakukan penyempumaan terbatas UUD
RI 1945. Oleh karena itu, mereka meminta MPR
menghentikan kegiatan melakukan perubahan ter-
hadap UUD RI 1945. Dari kecenderungan yang
ada, bukan tidak mungkin kembali ke UUD RI
1945, sebelum perubahan menjadi target kelompok
ini (Suharizal dan Firdaus, 2007, 206).

Kedua, melanjutkan proses perubahan
keempat dalam Sidang Tahunan MPR. Ini didasar-
kan amanat dalam Ketetapan MPR Nomor Xl/
MPR;'2001 bahwa masih dipandang perlu melan-

iutkan perubahan UUD RI 1945 dalam Sidang
Tahunan 2002. Komitmenini masih menjadi acuan
beberapa kekuatan di MPR. Ketiga, melihat ke-
lemahan-kelemahan dalam tiga kali perubahan
yang telah dilakukan, perubahan UUD RI 1945

tetap harus berujung pada pembuatan konstitusi
baru yang dilakukan oleh sebuah komisi konstitusi
independen. Alasan yang dikemukakan pen-
dukting gagasan ini adalah tidak mungkin menye-
rahkan perubahan hukum dasar kepada MPR yang

Pembahasan di Tingkat Panitia Ad Hoc I

Badan Pekeria MPR

Wacana pro-kontra atas rencana amandemen
keempat tidak mengurangi tekad PAH I BP MPR
untuk melanjutkan proses amandemen UUD RI
1945. Pihak PAH I MPR sendiri merasa optimis
bahwa langkah amandemen akan terus berjalan.
Berikut pasal-pasal yang telah disepakati oleh
semua fraksi MPR,Pasal8 Ayat (3), Pasal Z3B,Pasal
24 Ayat (3), Pasal 31 Ayat (4), Pasal 31 Ayat (5),
Pasal32 Ayat (1), Pasal 32 Ayat (2), Pasal 33 Ayat
(3), Pasal 33 Ayat( ), Pasal 33 Ayat (5), Pasal 34
Ayat (2), Pasal 34 Ayat (3), Pasal3T Ayat (1), Pasal
37 Ayat (2), Pasal 37 Ayat (3), Pasal 37 Ayat (5)
Aturan Peralihan Pasal I, Pasal II, Aturan
Timbahan (1 ),(2), (3) - (Siihari2al dan Firdaus, 2007,
21,0-212)

Penutup 3

Pembentukan konstitusi di Indonesia yang
penuh dengan perjuangan mulai dari proses peran-
cangannya hingga pengesahannya.yang dilakukan
oleh BPUPKI (Badan Penyelidik Llsaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia) atau yang disebut dengan
D okuritsu Zyunbi Tyoosakai, Badan penyelidik itulah
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yang kemudian membenfuk ,,Hukum 
Dasar,, , yang

direncanakan diperuntukkan bagi negara Indone_
sia merdeka. Hukum Dasar hasil karya BpUpKI
itu oleh sidang PPKI (panitia persiapan Kemerdekaan
Indonesia) 18 Agustus 1945 dijadikan sebagai nas_
kah Rancangan Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia dan akhirnya-disahkan oleh ppKI dan
Undang-Undang Dasar 1945 itulah yang akhirnya
menjadi konotitusi di negara kita.

Di Indonesia sendiri telah tercatat beberapa
upaya dalam hal konstitusi diantaranya:
1) Pembentukan U.rduogUnaang Dasa+; €

2). Penggantian Undang-Undang Dasar;
3). Perubahan Undang-Undang Dasar dalam arti

pembaruan Undang-Undang Dasar. perlu kita
ingat bahwa di Indonesia telah terjadi
pergantian Undang-Undang Dasar sebanyak
empat kali diantaranya:
1). Undang-Undang Dasar 1945;
2). Konstitusi RIS (Republik Indonesia

Serikat) 1949;
3). Undang-Undang Dasar Sementara 1950;
4). Dengan dikeluarkannya Dekrit presiden

tanggal 5 Juli 1959 maka konstitusi di In_
donesia kembali lagi pada Undang_
Undang Dasar 1945.

Menjelang pemilu 1999, intensitas konflik
politik makin meningkat. Kondisi tersebut ber_

lanjut sampai dengan pelaksanaan proses aman_
demen pertama UUD R': 1945 pada sidang umum
MPR tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober 1999.
Jadi, dalam situasi inilah proses amandemen per_
tama UUD RI 1945 berlangsung, dan dilanjutkan
dengan proses amandemen kedua hingga keempat
terhitung mulai tahun 1999 sampai dengan 2002
dengan segala problematika yang dihadlpi'pada
saat-saat tersebut. Namun hirgg4 saat ini pem_
bahaian mengenai keUut"n""**r"iemen terbaru
masih terus pglgullr karena dialggap kqnstitusi

. yang ada. belumlah.mengakomodir segala kebu_
tuhan masyarakat Republik Indonesia saat ini.
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